PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala
Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Kode Pos : 80351
Telp.(0361) 9009262, Fax. (0361) 9009262
E-mail : dlhk@badungkab.go.id
Website : http://dIhk.badungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap
penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan
Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan bagi pemberi dan
penerima pelayanan sebagai ukuran kinerja dan
kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar
Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kabupaten Badung;

c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur perubahan
ketentuan  penyelenggaraan  perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, dijabarkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, maka
sebagai landasan dan kepastian hukum dalam
pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian Standar
Pelayanan Persetujuan Lingkungan  pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten
Badung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar
Pelayanan Persetujuan Lingkungan pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten

Badung;



Mengingat
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1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1655);

.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 6841);

_Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

_Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6617);



it

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang

9.

Penyelenggaran  Perlindungan  dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan
Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 932);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

11,

12.

13.

14.

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021, tentang
Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, tentang
Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya
Pengelolaan  Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan  dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 267);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, tentang Tata
Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat
Kelayakan  Operasional  Bidang  Pengendalian
Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, tentang Tata
Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun; (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);



Menetapkan
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Standar Pelayanan Persetujuan Lingkungan pada Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan yaitu :

a. Pengesahan Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

b. persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

c. keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;dan

d. perubahan Persetujuan Lingkungan.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU dilaksanakan oleh penyelenggara dan sebagai

acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan

penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN,

1

Drs. I WAYAN PUJA, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19641231 199003 1 165

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Badung, sebagai Laporan.

2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.

3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Badung.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 13 TAHUN 2023
: 2 JANUARI 2023
: STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN

LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BADUNG.

I. PENGESAHAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK RENCANA USAHA

DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB SPPL.

1.1 PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

a. | Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Formulir SPPL.
3. Kelengkapan Administrasi :

a) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen

b) Informasi Tata Ruang (ITR) dan/atau
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

c) Identitas diri pelaku usaha

d) Surat Pernyataan Penyanding/
Surat Keterangan Sosialisasi

e) Status Lahan  (SHM/HGB/Akta Jual
Beli/ Akta Hibah/ Sewa Menyewa/ lainnya)

f) Surat Kuasa Mengatasnamakan dalam
Semua Perizinan (apabila pemilik tanah
berbeda dengan pelaku usaha)

g) Akta Perusahaan (untuk yang berbadan
hukum)

h) Pengesahan Badan Hukum Perusahaan
(untuk yang berbadan hukum)

i) NPWP Perusahaan (untuk yang berbadan
hukum)

j) Foto Lokasi

k) Gambar Teknis Rencana  Bangunan
(termasuk gambar potongan pengolahan
limbah, denah/letak pengolahan limbah dan
lubang resapan biopori).




b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DIAJUKAN KEMBAL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DAN STANDAR
PENGELOLAAN LINGKUNGAN FORMULIR SPPL.
YMMNNPADASISTE‘"M
WWATAU!ECAM
h .
DIKEMBALIKAN UNTUK DIREVISI e

AMP) m‘rrwa
PADA SISTEM ATAU SECARA
LANGSUNG BAHWA FORMULIR
SPPL YANG DIAJUKAN SUDAH
LENGKAP

|
[ Crssrees)

FORMULIR SPPL DIAJUKAN
UNTUK DISAHKAN

PENGESAHAN PALING LAMA 3 HARS SEJAK
rom.l.nsm.mmnmsmﬂ PENGESAHAN SPPL




Keterangan :

1. Pelaku usaha mengajukan Formulir SPPL

secara elektronik pada Sistem Informasi
Dokumen Lingkungan Hidup atau secara
langsung dengan melampirkan  seluruh
persyaratan.

Pemeriksaan Formulir SPPL pada Sistem
Informasi Dokumen Lingkungan Hidup atau
secara langsung meliputi pemeriksaan
administratif dan pemeriksaan kesesuaian
standar-standar pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup.

Dalam hal pemeriksaan terhadap Formulir
SPPL tidak memenuhi persyaratan
administratif, Formulir SPPL ditolak dan
dikembalikan.

Pemeriksaan Formulir SPPL yang dinyatakan
lengkap administrasi selanjutnya diverifikasi,
diregistrasi dan diajukan untuk dilakukan
pengesahan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
dinyatakan lengkap administrasi;

Pengesahan Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan’ dan Pemantauan Lingkungan
Hidup (SPPL)

6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
yang sudah disahkan disampaikan kepada
Pelaku Usaha secara langsung atau melalui
Sistem Informasi Dokumen Lingkungan.

.| Jangka Waktu | :| Setiap hari kerja
Pelayanan

.| Biaya :[ Tidak dikenakan biaya
Pelayanan

.| Produk :| Pengesahan  Surat Pernyataan  Kesanggupan
Pelayanan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

(SPPL).

| Penanganan | : Dikelola oleh Bidang Tata Lingkungan, mekanisme
Pengaduan, melalui :
Saran dan 1. Kotak Saran dan Pengaduan
Masukan/ 2. Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas
Apresiasi Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten

Badung, Pusat Pemerintahan Mangupraja
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Mandala, J1. Raya Sempidi, Mengwi, Badung.

Telepon ke Nomor (0361) 9009262
E-mail : dlhk@badungkab.go.id

bidangtatalingkungan@gmail.com
Website : http://dlhk.badungkab.go.id

1.2 PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

a.

Dasar
Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 5Tahun 2021 tentang Penyelenggaran
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran
Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2021, tentang Standar Kegiatan Usaha pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2021, tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan  Hidup, Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2021, tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan
Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang
Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
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9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2021, tentang Tata Cara dan Persyaratan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun.

Sarana dan
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

. Alat tulis kantor

. Ruang tunggu

. Ruang Rapat

. Meja register

Meja kantor

. Komputer

. Printer
Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup
Sistem OSS-RBA

. Buku registrasi; dan

. Almari arsip

©ONOU A WN -

[ —y
= O

. | Kompetensi
Pelaksana

Memiliki sertifikat Amdal (minimal Amdal A)
Menguasai komputer

. Mampu berkomunikasi dengan baik

. Menguasai Peraturan Perundang-undangan di
bidang lingkungan hidup.

BN

. | Pengawas
Internal

: | Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara

berjenjang.

. | Jumlah

Pelaksana

12 (dua belas) orang yang terdiri atas :

a) 2 (dua) orang Petugas Informasi dan Konsultasi
b) 2 (dua) orang Petugas Verifikasi

c) 1 (satu) orang Petugas Pendaftaran

d) 4 (empat) orang Pemeriksa Dokumen

e) 1 (satu) orang Petugas Penyerahan Berkas dan

Pendokumentasian
f) 1 (satu) orang Kepala Bidang
g) 1 (satu) orang Pimpinan Perangkat Daerah.

Jaminan
Pelayanan

1. Tersedianya nomor antrian

2. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan

3. Aparatur penyelanggara layanan memiliki
kompetensi yang memadai

4. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan
hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.

Jaminan

1. Pengesahan Surat Pernyataan Kesanggupan




%-
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Keamanan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
dan Hidup (SPPL) yang benar dan akurat.
Keselamatan 2. Tandatangan dan cap menggunakan tinta
Pelayanan basah.
h | Evaluasi : | Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja

kinerja minimal 1 (satu) tahun sekali.
Pelaksana

II. PENETAPAN PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) UNTUK RENCANA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UKL-UPL.

2.1 PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

a.

Persyaratan

:| 1. Surat Permohonan

2. Formulir UKL-UPL.
3. KelengkapanAdministrasi :

a) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen

b) Nomor Induk Berusaha (NIB)

c) Informasi Tata Ruang (ITR) dan/atau
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

d) Persetujuan Teknis :

- Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

- Pemenuhan Baku Mutu Emisi

- Pengelolaan Limbah B3

- Analisis mengenai dampak lalu lintas

¢) Identitas diri pelaku usaha

f) Surat Pernyataan Penyanding/ Surat
Keterangan Sosialisasi

g) Status  Lahan  (SHM/HGB/Akta Jual
Beli/ Akta Hibah/ Sewa Menyewa/ lainnya)

h) Surat Kuasa Mengatasnamakan dalam
Semua Perizinan (apabila pemilik tanah
berbeda dengan pelaku usaha)

i) Akta Perusahaan (untuk yang berbadan

hukum)

j) Pengesahan Badan Hukum Perusahaan
(untuk yang berbadan hukum)

k) NPWP Perusahaan (untuk yang berbadan
hukum)

1) Foto Lokasi

m) Gambar  Teknis  Rencana  Bangunan
(termasuk gambar potongan pengolahan
limbah, denah/letak pengolahan limbah dan
lubang resapan biopori).




b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DENGAN MELAMPIRKAN/UP-LOAD
PERSYARATAN ATAU SECARA LANGSUNG

DIAJUKAN KEMBAL! PEMERIKSAAN ADMINISTRAS! DAN STANDAR
PELAKU USAHA LINGKUNGAN FORMULIR UKL-UPL
YANG DIAJUKAN PADA SISTEM
FORMULIR UKL-UPL HIDUP ATAU SECARA
DIKEMBALIKAN/DII
- SISTEM PERIZINAN
UNTUK UKL-UPL STANDAR YANG Duisi
PELAKU USAHA; DAN
- SISTEM INFORMAS! DOKUMEN UINGKUNGAN
HIDUP UNTUK UKL-UPL STANDAR YANG DIIS!
L INSTANSI PEMERINTAH

AMPAIAN NOTIFIKAS!
PADA SISTEM ATAU SECARA

UKL-UPL YANG DIAJUKAN SUDAH
LENGKAP

PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL DILAKSANAKAN PALING LAMA
3 HARI SEJAK BERKAS DINYATAKAN LENGKAP

FORMULIR UKL-UPL
SUDAH DIREVIS! DAN

PENERBITAN PERSETUJUAN PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PENERBITAN PKPLH PALING LAMA 2 HARI
SEJAK FORMUUR UKL-UPL DINYATAKAN
SUDAH SESUAI

. SISTEM PERIZINAN BERUSAHA ELEKTRONIK
UNTUK FORMULIR UKL-UPL STANDAR SPESIFIK
DAN FOR)IULIR UKL-UPL STANDAR YANG DIiISt

SPESILK
YANG DiIS! INSTANS! PEMERINTAH
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Keterangan :
1. Pelaku usaha mengajukan Formulir UKL-UPL

secara elektronik pada Sistem Informasi
Dokumen Lingkungan Hidup atau secara
langsung dengan melampirkan  seluruh
persyaratan.

2. Pemeriksaan Formulir UKL-UPL pada Sistem
Informasi Dokumen Lingkungan Hidup atau
secara langsung meliputi  pemeriksaan
administratif dan pemeriksaan kesesuaian
standar-standar pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup.

3. Dalam hal pemeriksaan terhadap Formulir
UKL-UPL tidak memenuhi persyaratan
administratif, Formulir UKL-UPL ditolak dan
dikembalikan melalui:

- Sistem Perizinan Berusaha elektronik
untuk UKL-UPL standar yang diisi Pelaku
Usaha; dan

- Sistem Informasi Dokumen Lingkungan
Hidup untuk UKL-UPL standar yang diisi
Instansi pemerintah.

4. Pemeriksaan Formulir UKL-UPL pada Sistem
Informasi Dokumen Lingkungan Hidup,
dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
dinyatakan lengkap administrasi;

5. Dalam hal pemeriksaan kesesuaian standar-
standar  pengelolaan dan  pemantauan
lingkungan hidup belum sesuai, dilakukan
notifikasi perbaikan melalui Sistem Informasi
Dokumen Lingkungan Hidup atau secara
langsung.

6. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak
notifikasi perbaikan disampaikan, dilakukan
pemeriksaan dan memastikan standar standar
pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hiduptelah diperbaiki atau belum diperbaiki;

7. Dalam hal perbaikan telah sesuai, dalam
waktu paling lama 2 (dua) hari diterbitkan
Persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

8. Penerbitan Persetujuan atau Penolakan
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan disampaikan kepada
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
melalui :




9.

- Sistem Perizinan Berusaha Elektronik
untuk Formulir UKL-UPL yang diisi
Pelaku Usaha; atau

- Sistem Informasi Dokumen Lingkungan
Hidup untuk Formulir UKL-UPL yang diisi

Instansi Pemerintah.
c. | Jangka Waktu| :| Setiap hari kerja
Pelayanan
d.| Biaya :| Tidak dikenakan biaya
Pelayanan
e. | Produk :| Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Pelayanan Lingkungan.
f. | Penanganan | :| Dikelola oleh Bidang Tata Lingkungan, mekanisme
Pengaduan, melalui :
Saran dan 1. Kotak Saran dan Pengaduan
Masukan/ 2. Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas
Apresiasi Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten
Badung, Pusat Pemerintahan Mangupraja
Mandala, Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung.
3. Telepon ke Nomor (0361) 9009262
4. E-mail : dlhk@badungkab.go.id
bidangtatalingkungan@gmail.com
5. Website : http://dlhk.badungkab.go.id

2.2 PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

a.

Dasar
Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran
Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
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Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2021, tentang Standar Kegiatan Usaha pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2021, tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2021, tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan
Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang
Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2021, tentang Tata Cara dan Persyaratan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun.

Sarana dan
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

OCoNoOuH»wWNH

—_ e
W N —=O

Alat tulis kantor

. Ruang tunggu

. Ruang Rapat

. Meja register

. Meja kantor

. Komputer

. Printer

. Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup
. Sistem OSS-RBA

. Kendaraan Operasional
. Kamera

. Buku registrasi; dan

. Almari arsip

. | Kompetensi
Pelaksana

RS

. Memiliki sertifikat Amdal (minimal Amdal A)
. Menguasai komputer

Mampu berkomunikasi dengan baik
Menguasai Peraturan Perundang-undangan di
bidang lingkungan hidup.
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Pelaksana

. | Pengawas : [ Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara
Internal berjenjang.
. | Jumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri atas :
Pelaksana a) 2 (dua) orang Petugas Informasi dan Konsultasi
b) 2 (dua) orang Petugas Verifikasi
c) 1 (satu) orang Petugas Pendaftaran
d) 4 (empat) orang Pemeriksa Dokumen
e) 1 (satu) orang Petugas Penyerahan Berkas dan
Pendokumentasian
f) 1 (satu) orang Kepala Bidang
g) 1 (satu) orang Pimpinan Perangkat Daerah.
Jaminan 1. Tersedianya nomor antrian
Pelayanan 2. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan
3. Aparatur penyelanggara layanan memiliki
kompetensi yang memadai
4, Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan
hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
Jaminan 1. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Keamanan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang benar dan
dan akurat.
Keselamatan 2. Tandatangan dan cap menggunakan tinta
Pelayanan basah.
Evaluasi : [ Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja
kinerja minimal 1 (satu) tahun sekali.
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Ill. PENERBITAN KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL).

3.1 PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

a. | Persyaratan :| 1. Surat Permohonan
2. Dokumen AMDAL yang terdiri dari
a) Formulir KA-ANDAL;
b) ANDAL; dan
c) RKL-RPL
3. Kelengkapan administrasi :
a) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
b) Informasi Tata Ruang dan/atau Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
(PKKPR)
c¢) Nomor Induk Berusaha (NIB)
d) Persetujuan Teknis :
- Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
- Pemenuhan Baku Mutu Emisi
- Pengelolaan Limbah B3
- Analisis mengenai dampak lalu lintas
e) Pengumuman di Media Cetak
f) Pengumuman di Lokasi Kegiatan
g) Konsultasi Publik dan Daftar Hadir
h) Status Lahan  (SHM/HGB/Akta Jual
Beli/ Akta Hibah/ Sewa Menyewa/ lainnya)
i) Surat Kuasa apabila pemilik tanah berbeda

dengan pelaku usaha

j) Akta Perusahaan (untuk yang berbadan
hukum)

k) Pengesahan Badan Hukum Perusahaan
(untuk yang berbadan hukum)

) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Perusahaan.

m) Gambar Teknis Rencana Bangunan
(termasuk gambar potongan dan

denah/letak pengolahan limbah dan lubang
resapan biopori).
n) Surat Kuasa Penyusunan Dokumen Amdal
o) Pernyataan Tim Konsultan Penyusun Amdal
p) CV. Penyusun dan Sertifikat
q) Registrasi Kompetensi (bagi penyusun yang
tergabung dalam lembaga penyedia)
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b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
1. Formulir Kerangka Acuan (KA) Andal

SEKRETARIAT TIM UJI KELAYAKAN
LINGKUNGAN HIDUP/KOMIS! PENILAI
AMDAL MELAKUKAN NOTIFIKASI

ACUAN DAN MELAKUKAN
BERKAS

PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN FORMULIR
KERANGKA ACUAN

FORMULIR

KA ANDAL

DILENGKAPY DIAJUNAN KEMBAL!
SORETARAT T UJ
KELAYAKAN

PELAKU NGAN HIDUP / KOMSI

USAHA PENLAI

ﬁm“”‘ MELAKUKAN NOTIFIKASI
BAHWA FORMULR

ACUAN
FORMULIR TIDAK  LENGKAPITIDAX
KA-ANDAL

FORMULIR KA- ANDAL
SESUAI DENGAN ACUAN

SEKRETARIAT TIM UJI KELAYAKAN

PEMERIKSAAN
FORMUUR KERANGKA ACUAN ANDAL

FORMULIR KA-ANDAL
SESUAI DENGAN PEDOMAN/
ACUAN

FORMULIR KA- ANDAL DILENGKAPY
DIREVISI SESUAI DENGAN HASIL
KOREKS!

PELAKU USAHA MELENGKAPVMEREVIS!
FORMULIR KA-ANDAL
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Keterangan :
1. Pelaku usaha mengajukan Formulir Kerangka Acuan

Andal (KA-Andal) kepada Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup/Komisi Penilai Amdal secara
elektronik melalui Sistem Informasi Dokumen
Lingkungan Hidup dan/atau secara langsung

. Penyampaian notifikasi penerimaan  Formulir

Kerangka Acuan Andal dan melakukan pemeriksaan

kelengkapan berkas.

. Dalam hal Formulir Kerangka Acuan yang diajukan

telah dinyatakan sesuai, Sekretariat Tim Uji

Kelayakan Lingkungan Hidup/Komisi Penilai Amdal

menyiapkan rapat pemeriksaan selambat-lambatnya

dilaksanakan 10 (sepuluh) hari sejak dinyatakan
lengkap

. Dalam hal Formulir Kerangka Acuan yang diajukan

belum sesuai, Sekretariat Tim Uji Kelayakan

Lingkungan Hidup/Komisi Penilai Amdal

mengembalikan dan notifikasi kepada pelaku usaha

untuk dilengkapi/direvisi.

. Pelaksanaan Rapat Pemeriksaan Formulir KA- Andal

oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup/Komisi

Penilai Amdal, diantaranya :

a) Penyampaian hasil penilaian mandiri oleh
anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup/Komisi Penilai Amdal.

b) Perumusan hasil pemeriksaan dalam bentuk
Berita Acara Kesepakatan Formulir Kerangka
Acuan

. Dalam hal Formulir Kerangka Acuan yang digjukan

telah disetujui, selanjutnya dituangkan dalam Berita

Acara Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan yang

menyatakan Persetujuan atas Formulir Kerangka

Acuan Andal.

. Apabila Formulir Kerangka Acuan tidak sesuai,

dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan

Formulir Kerangka Acuan yang menyatakan

Ketidaksetujuan atas Formulir Kerangka Acuan

Andal.

. Dalam hal Formulir Kerangka Acuan belum

sesuaidan memerlukan perbaikan, dikembalikan/

dinotifikasi kepada pelaku usaha untuk diperbaiki.

. Apabila Formulir Kerangka Acuan sudah benar dan

sesuai dengan standar yang dipersyararatkan,

selanjutnya diterbitkan/dituangkan dalam Berita

Acara Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan yang

menyatakan Persetujuanatas Formulir Kerangka

Acuan Andal.
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10. Persetujuan atas Formulir Kerangka Acuan Andal
disampaikan kepada penanggungjawab usaha atau
kegiatan melalui :

- Sistem Perizinan Berusaha Elektronik untuk
Formulir Kerangka Acuan Andal yang diisi
Pelaku Usaha; atau

- Sistem Informasi Dokumen Lingkungan
Hidup untuk Formulir Kerangka Acuan Andal
yang diisi Instansi Pemerintah
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2. Penilaian Dokumen Andal dan RKL-RPL

HIDUP DAN /ATAU SECARA LANGSUNG

DOKUMEN SEKRETARIAT TIM U KELAYAKAN
ANDAL DAN LINGKUNGAN HIDUP ATAU KOMISI
RXL-RPL PENILA!I MELAKUKAN NOTIFIKAS!
DILENGKAPY DIAJUKAN KEMBAL! PPENERIMAAN DRAFT DOKUMEN ANDAL
DIREVISI DAN RKL-RPL DAN MELAKUKAN
SESUA! a o
DENGAN HASIL

SEXRETARIAT TIM
UA  KELAYAKAN
HIDUP / KOMIS!I
PELAKU PENILAl  AMDAL
USAHA MELAKUKAN TIDAK
ma“wn NOTIFIKAS! BAHWA DOKUMEN ANDAL DAN RKL-RPL
MEREWISI DAN RKL-RPLTIDAK
DOKUMEN LENGKAP/
ANDAL DAN SESUAI,  DENGAN
RKL-RPL
T
PERNYATAAN YA
KETIDAK
KELENGKAPAN
ADMINISTRAS!

SEKRETARIAT TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN

DOKUMEN ANDAL
RAPAT TIM UJl KELAYAKAN @— DILENGKAPY ms«?e"sm% g:'om
LINGKUNGAN HIDUP/KOMISI PENILAI HASIL KOREXSI

PELAKU USAHA MELENGKAPVMEREVISI
DOKUMEN ANDAL DAN RKL-RPL

PELNILAI
KELAYAKANLINGKUNGAN HIDUP KEPADA BUPATI
BADUNG

DILAXUKAN PALING LAMA 10 (SEPULUH) HARI KERJA
TERHITUNG SEJAK DITERIMANYA REKOMENDASI HASIL
UJ KELAYAKAN
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Keterangan :

1. Pelaku usaha mengajukan Dokumen Andal dan
RKL-RPL kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup/Komisi Penilai Amdal melalui Sistem
Informasi Dokumen Lingkungan Hidup dan/atau
secara langsung

2. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup/Komisi
Penilai Amdal menerima dan  melakukan
pemeriksaan berkas kelengkapan administratif
Dokumen Andal dan RKL-RPL :

- Dalam hal Dokumen Andal dan RKL-RPL yang
diajukan belum sesuai, dinotifikasi kepada
pelaku usaha untuk dilengkapi/direvisi
dengan menerbitkan Surat Pernyataan
Ketidaklengkapan Administrasi.

- Dalam hal Dokumen Andal dan RKL-RPL yang
diajukan telah dinyatakan sesuai, Sekretariat
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup/Komisi
Penilai Amdal menerbitkan Surat Pernyataan
Kelengkapan Administrasi.

3. Dokumen Andal dan RKL-RPL yang sudah sesuai
selanjutnya dilakukan penilaian substansi dokumen
melalui :

- Penilaian mandiri oleh anggota Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup/Komisi Penilai
Amdal

- Hasil penilaian dituangkan secara tertulis
dalam bentuk hardcopy dan softcopy
disampaikan paling lambat 2 harikerja
sebelum dilaksanakannya Rapat Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup/Komisi Penilai
Amdal.

4. Penyelenggaraan Rapat Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup/Komisi Penilai Amdal :

- Saran, pendapat dan masukan dari seluruh
anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup/Komisi Penilai Amdal dituangkan
dalam bentuk Berita Acara Rapat.

- Dalam hal dokumen Andal dan RKL-RPL perlu
untuk diperbaiki, dikembalikan kepada
Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan untuk
diperbaiki.

5. Dokumen Andal dan RKL-RPL yang sudah

diperbaiki disampaikan kembali kepada Tim Uji

Kelayakan Lingkungan Hidup/Komisi Penilai Amdal

untuk diverifikasi dan dirumuskan dalam Hasil

Penilaian Akhir Substantif Andal dan RKL-RPL.

6. Berdasarkan hasil penilaian akhir dokumen, Tim Uji

Kelayakan Lingkungan Hidup/Komisi Penilai Amdal

menuangkan hasil uji kelayakan berupa :
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- Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup;

atau
- Rekomendasi Ketidaklayakan Lingkungan
Hidup.
7. Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan
Lingkungan Hidup disampaikan kepada Bupati, dan
dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja
dipertimbangkan untuk penetapan penerbitan :
- Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup; atau
- Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan
Hidup.
c.| Waktu Setiap hari kerja
Pelayanan
d.| Biaya Pelayanan | : | Tidak dikenakan biaya
e.| Produk Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
Pelayanan
f. | Penanganan Dikelola oleh Bidang Tata Lingkungan, mekanisme
Pengaduan, melalui :
Saran dan 1. Kotak Saran dan Pengaduan
Masukan/ 2. Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas
Apresiasi Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten

Badung, Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala,

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung.

E-mail : dlhk@badungkab.go.id
bidangtatalingkungan@gmail.com

Website : http://dlhk.badungkab.go.id

3.2 PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

a.

Dasar Hukum

1.

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
5Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan
Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2021, tentang Standar Kegiatan Usaha pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2021, tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2021, tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan
Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang
Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2021, tentang Tata Cara dan Persyaratan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Sarana dan
Prasarana
dan/atau
fasilitas

Alat tulis kantor
Ruang tunggu

Ruang Rapat/Sidang
Meja register

. Meja kantor

. Komputer

. Printer

Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup
Sistem OSS-RBA

10. Kamera

11. Kendaraan Operasional
12. Buku registrasi; dan
13. Almari arsip

N

Kompetensi
Pelaksana

1. Memiliki Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
dan/atau LisensiKomisi Penilai Amdal

2. Memiliki sertifikat Dasar-Dasar Amdal dan/atau
Penilai Amdal (Amdal A dan/atau C)

3. Menguasai komputer;

Mampu berkomunikasi dengan baik;

5. Memahami peraturan Perundang-undangan di
bidang Lingkungan Hidup

-

Pengawas
Internal

Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
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Pelaksana kegiatan adalah Tim Uji Kelayakan

Pelaksana

Jumlah 1.
Pelaksana Lingkungan Hidup atau Komisi Penilai Amdal
Kabupaten Badung
2. Teknis pelaksanaan terdiri dari 12 (dua belas) orang
yaitu :
a) 2 (dua) orang Petugas Informasi dan Konsultasi
b) 2 (dua) orang Petugas verifikasi
c) 1 (satu) orang Petugas Pendaftaran
d) 4 (empat) orang Penilai Dokumen
e) 1 (satu) orang Petugas Penyerahan Berkas dan
Pendokumentasian
f) 1 (satu) orang Kepala Bidang
g) 1 (satu) orang Pimpinan Perangkat Daerah
Jaminan 1. Tersedianya nomor antrian
Pelayanan 2. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan
3. Aparatur  penyelanggara  layanan memiliki
kompetensi yang memadai
4. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
Jaminan 1. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan
Keamanan Formulir Kerangka Acuan Andal, sesuai dengan
dan kesepakatan yang telah dirumuskan.
Keselamatan 2. Penerbitan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan
Pelayanan Hidup yang benar dan akurat.
3. Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup (SKKL) yang benar dan akurat.
4., Tandatangan dan cap menggunakan tinta basah
Evaluasi Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal
Kinerja 1 (satu) tahun sekali.
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IV. PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN.

4.1 PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN PERUBAHAN PERSETUJUAN
LINGKUNGAN DENGAN KEWAJIBAN MENYUSUNAN DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP YANG BARU.

4.1.1 PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

a. | Persyaratan :| 1. Surat Permohonan

2. Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL atau
Addendum Andal dan RKL-RPL).

3. Kelengkapan Administrasi :

A. Penyusunan dan Uji Kelayakan Amdal baru.
(persyaratan  administrasi sama  dengan
sebagaimana dijelaskan pada angka I
Lampiran Keputusan ini tentang Penerbitan
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Untuk
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib
Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup (Amdal)

B. Penyusunan dan pemeriksaan Dokumen/
Formulir UKL-UPL baru
(persyaratan  administrasi sama  dengan
sebagaimana dijelaskan pada angka II Lampiran
Keputusan ini tentang Penetapan Persetujuan
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Untuk Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan Yang Wajib UKL-UPL)

C.Penyusunan dan penilaian Addendum Andal dan
RKL-RPL
» Dokumen Addendum Andal dan RKL-RPL,

yang terdiri dari :

a) Dokumen Addendum Andal; dan

b) Dokumen Addendum RKL dan RPL

s KelengkapanAdministrasi :

a) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen

b) Informasi Tata Ruang (ITR) dan/atau
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

¢) Nomor Induk Berusaha.

d) Persetujuan Teknis (Perubahan):
- Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
- Pemenuhan Baku Mutu Emisi
- Pengelolaan Limbah B3
- Analisis mengenai dampak lalu lintas

e) Pengumuman di Media Cetak

f) Pengumuman di Lokasi Kegiatan

g) Konsultasi Publik dan Daftar Hadir
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h) Status Lahan (SHM/HGB/Akta Jual
Beli/ Akta Hibah/ Sewa Menyewa/ lainnya)

i) Surat Kuasa (apabila pemilik tanah
berbeda dengan pelaku usaha)

j) Akta Perusahaan (untuk yang berbadan
hukum)

k) Pengesahan Badan Hukum Perusahaan
(untuk yang berbadan hukum)

1) NPWP Perusahaan (untuk yang berbadan
hukum)

m) Gambar Teknis Rencana Bangunan
(termasuk  gambar  potongan dan
denah/ letak pengolahan limbah dan lubang
resapan biopori)

n) Surat Kuasa Penyusunan Dokumen Amdal

o) Pernyataan Tim Konsultan Penyusun
Amdal

p) CV. Penyusun dan Sertifikat

q) Registrasi Kompetensi (bagi penyusun yang
tergabung dalam lembaga penyedia)

b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Uji Kelayakan Amdal baru
(mekanisme dan prosedur sama dengan sebagaimana dijelaskan

pada angka Il Lampiran Keputusan ini tentang Penerbitan Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup Untuk Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup (Amdal)

2. Pemeriksaan Formulir UKL-UPL
(mekanisme dan prosedursama dengan sebagaimana dijelaskan pada
angka II Lampiran Keputusan ini tentang Jenis Pelayanan Penetapan
Persetujuan Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib UKL-UPL)
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3. Penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL

DIAJUKAN KEMBAL!

ADDENDUM ANDAL DAN

TIM U KELAYAKN LINGKUNGAN HIODUP/AKPA
MELAKXUKAN PEMERIKSAAN AN

ADDENDUM ANDAL DAN RIKL-RPL

v

DIKEMBALIKANDINOTIFIKAS!
UNTUK DIREVISUDILENGKAP!

¢

ADOENDUM

DOKUMEN
ANDAL dan RKL-RPL

SAMPAI BATAS WAKTU
DIBERIKAN PELAKU

TIM UJI KELAYAKAN HIDUP/KOMISI
PELNILAI AMDAL KAB. BADUNG MENYAMPAIKAN

PENERBITAN
KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
OLEH BUPATI BADUNG

DIAJUKAN

MAKSIMAL YANG
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Keterangan :

1.

10.

Pelaku Usaha melakukan proses penapisan secara
mandiri atau mengajukan penetapan penapisan dari
DLHK, untuk menentukan jenis Dokumen
Lingkungan yang wajib dimiliki.

Pelaku usaha melakukan pengajuan Addendum
Andal dan RKL-RPL pada Sistem Informasi
Dokumen Lingkungan Hidup atau secara langsung
dengan melampirkan seluruh persyaratan.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup/Komisi
Penilai Amdal melakukan pemeriksaan kelengkapan
administrasi Addendum Andal dan RKL-RPL pada
Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup atau
secara langsung.

Dalam hal pemeriksaan administrasi terhadap
Addendum Andal dan RKL-RPL tidak memenuhi
persyaratan administratif, dikembalikan kepada
penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan untuk
dilengkapi.

Dokumen Addendum Andal dan RKL-RPL yang
sudah dinyatakan sesuai, selanjutnya dilakukan
penilaian mandiri oleh anggota Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup/Komisi Penilai Amdal sebelum
dilaksanakannya Rapat Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup/Komisi Penilai Amdal.
Pelaksanaan Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup/Komisi Penilai Amdal _
Hasil penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL
dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Tim
Uji Kelayakan Lingkungan Hidup/Komisi Penilai
Amdal, yang menyatakan kelayakan atau
ketidaklayakan dari aspek kajian lingkungan hidup
perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan.

Hasil penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL yang
dinyatakan tidak layak, diterbitkan Rekomendasi
kepada Bupati untuk dapat diterbitkan Keputusan
Ketidaklayakan Lingkungan Hidup perubahan
rencana usaha dan/atau kegiatan.

Dalam hal dokumen Addendum Andal dan RKL-RPL
yang dinyatakan layak tetapi belum lengkap dan
benar, dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk
diperbaiki/direvisi.

Addendum Andal dan RKL-RPL yang sudah lengkap
dan benar hasil revisi disampaikan kembali kepada
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup/Komisi
Penilai Amdal untuk diverifikasi.
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11. Dokumen Andal dan RKL-RPL yang sudah lengkap

12. Rekomendasi

dan benar selanjutnya disetujui dalam bentuk
Rekomendasi  Kelayakan Lingkungan  Hidup
perubahan rencana dan/atau kegiatan oleh Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup/Komisi Penilai Amdal.
Kelayakan Lingkungan  Hidup
perubahan rencana dan/atau kegiatan disampaikan
kepada Bupati, sebagai dasar penerbitan Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup perubahan rencana
dan/atau kegiatan.

. | Waktu :| Setiap hari kerja
Pelayanan
. | Biaya :| Tidak dikenakan biaya
Pelayanan
. | Produk 1. Penerbitan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan
Pelayanan Hidup perubahan rencana dan/atau kegiatan
2. Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidupperubahan rencana dan/atau kegiatan
Pengelolaan .| Dikelola oleh Bidang Tata Lingkungan, mekanisme
Pengaduan, melalui :
Saran dan 1. Kotak Saran dan Pengaduan
Masukan/ 2. Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas
Apresiasi Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten
Badung, Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala,
J1. Raya Sempidi, Mengwi, Badung.
3. E-mail: dlhk@badungkab.go.id
bidangtatalingkungan@gmail.com
4. Website : http://dlhk.badungkab.go.id

4.1.2 PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

a.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

2.

3.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan
Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2021, tentang Standar Kegiatan Usaha pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2021, tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2021, tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan
Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang
Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2021, tentang Tata Cara dan Persyaratan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
Sarana dan 1. Alat tulis kantor
Prasarana 2. Ruang tunggu lengkap dengan kursi dan AC
dan/atau 3. Ruang Rapat/Sidang
Fasilitas 4. Meja register
5. Meja kantor
6. Komputer
7. Printer
8. Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup
9. Sistem OSS-RBA
10. Kamera
11. Kendaraan Operasional
12. Buku registrasi; dan
13. Almari arsip
Kompetensi 1. Memiliki sertifikat Dasar-Dasar Amdal dan/atau
Pelaksana Penilai Amdal (Amdal A dan/atau C)
2. Menguasai komputer;
3. Menguasai tata bahasa yang baik;
4, Memahami peraturan Perundang-undangan di
bidang Lingkungan Hidup
Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara
Internal berjenjang.
Jumlah 1. Pelaksana kegiatan adalah Tim Uji Kelayakan
Pelaksana Lingkungan Hidup atau Komisi Penilai Amdal

Kabupaten Badung
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2. Teknis pelaksanaan terdiri dari 12 (dua belas) orang
yaitu :
a) 2 (dua) orang Petugas Informasi dan Konsultasi
b) 2 (dua) orang Petugas verifikasi
c) 1 (satu) orang Petugas Pendaftaran
d) 4 (empat) orang Penilai Dokumen
e) 1 (satu) orang Petugas Penyerahan Berkas dan
Pendokumentasian
f) 1 (satu) orang Kepala Bidang
g) 1 (satu) orang Pimpinan Perangkat Daerah

Jaminan
Pelayanan

1. Tersedianya nomor antrian;

2. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan;

3. Aparatur  penyelanggara  layanan memiliki
kompetensi yang memadai;

4. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan
hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.

Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan

1. Penerbitan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan
Hidup yang benar dan akurat

2. Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup (SKKL) yang benar dan akurat.

3. Penerbitan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan
Hidup Perubahan Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang benar dan akurat

4. Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup (SKKL) Perubahan Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang benar dan akurat.

5. Penerbitan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang benar dan akurat

6. Penerbitan Perubahan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernar dan
akurat

7. Tandatangan dan cap menggunakan tinta basah

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal
1 (satu) tahun sekali.
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PERSETUJUAN LINGKUNGAN TANPA  DISERTAI
PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP YANG BARU

4.2.1 PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

a. | Persyaratan

o =

Surat Permohonan
Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL dan
Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
Rekomendasi UKL-UPL/ PKPLH yang sudah dimiliki)
Kelengkapan Administrasi :
a) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
b) Laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup ; dan/atau
c) Laporan perubahan Persetujuan Teknis dalam
hal terjadi perubahan Persetujuan Teknis.
d) ljin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah
timiliki
e) Nomor Induk Berusaha (NIB)
f) Persetujuan Teknis (Perubahan):
- Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
- Pemenuhan Baku Mutu Emisi
- Pengelolaan Limbah B3
- Analisis mengenai dampak lalu lintas
g) Status Lahan (SHM/HGB/Akta Jual Beli/Akta
Hibah/ Sewa Menyewa/ lainnya)
h) Surat Kuasa (apabila pemilik tanah berbeda
dengan pelaku usaha)
i) Akta Perusahaan (untuk yang berbadan hukum)
j) Pengesahan Badan Hukum Perusahaan (untuk
yang berbadan hukum)
k) NPWP Perusahaan (untuk yang berbadan hukum)
1) Gambar Teknis Bangunan (termasuk gambar
potongan dan denah/letak pengolahan limbah dan
lubang resapan biopori)
m) Surat Perjanjian Kerjasama Limbah Cair
n) Surat Perjanjian Kerjasama Limbah Padat
o) Surat Perjanjian Kerjasama Limbah Medis/ B3
p) Izin Pemanfaatan ABT
q) Izin Pemanfaatan Genzet
1) Izin-Izin lainnya yang dimiliki.
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b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

4 B

PERUBAHAN LINGKUNGAN
SECARA ELEXTRONIK PADA SISTEM
UNGKUNGAN

INFORMAS|
ATAU SECARA DENGAN
MELAMPIRKAN SELURUH PERSYARATAN

7

DIAJUKAN
PELAKU USAHA TIM PEMERIKSA DOKUMEN LINGKUNGAN DLHK
MELAKUKAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
PERMOHONAN PERUBAHAN ADMINISTRAS! PERMOHONAN PERUBAHAN
PERSETUJUAN LINGKUNGAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

\

A

DIKEMBALKAN/DINOTIFIKASI
UNTUK DIREVISUDILENGKAP KELENGKAPAN

~

PEMERIKSAAN PERUBAHAN BERKAS

PERSETUJUAN LINGKUNGAN PERMOHONAN YANG
SUDAH DIREVIS! DAN

DIAJUKAN KEMBALI

DIAJUKAN KEMBALJ, MAKSIMAL § HARY
SEJAK NOTIFIKASYPERBAIKAN DITERIMA
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Keterangan :

1.

Pelaku usaha mengajukan Perubahan Persetujuan
Lingkungan pada Sistem Informasi Dokumen
Lingkungan Hidup atau secara langsung dengan
melampirkan seluruh persyaratan.

Tim Pemeriksa Dokumen Lingkungan DLHK
melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi
permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan
pada Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup
atau secara langsung.

Dalam hal pemeriksaan administrasi terhadap
permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan
tidak memenuhi persyaratan administratif,
dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha
dan/atau kegiatan untuk dilengkapi.

Permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan
yang sudah dinyatakan sesuai, selanjutnya
dilakukan penilaian dan pemeriksaan oleh Tim
Pemeriksa Dokumen Lingkungan DLHK.

Dalam hal permohonan Perubahan Persetujuan
Lingkungan  belum lengkap dan  benar,
dikembalikan kepada Pelaku Usaha dan/atau
kegiatan untuk diperbaiki/direvisi.

Permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan
yang sudah lengkap dan benar hasil revisi
disampaikan kembali kepada Tim Pemeriksa
Dokumen Lingkungan DLHK untuk diverifikasi.
Permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan
yang sudah lengkap dan benar selanjutnya disetujui
dalam bentuk Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau Persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas
perubahan rencana dan/atau kegiatan.

. | Waktu

Pelayanan

:| Setiap hari kerja

. | Biaya

Pelayanan

:| Tidak dikenakan biaya

. | Produk

Pelayanan

:| Penerbitan Perubahan atas Surat Keputusan Kelayakan

Lingkungan Hidup dan/atau Persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan
Pengaduan

:| Dikelola oleh Bidang Tata Lingkungan, mekanisme

melalui :

1.
2.

Kotak Saran dan Pengaduan

Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten
Badung, Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala,
Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung.

Telepon ke Nomor (0361) 9009262
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4, E-mail: dlhk@badungkab.go.id

bidangtatalingkungan@gmail.com

5. Website : http://dlhk.badungkab.go.id

4.2.2 PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

a.

Dasar Hukum

1.

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
5Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan
Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2021, tentang Standar Kegiatan Usaha pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2021, tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2021, tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan
Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang
Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2021, tentang Tata Cara dan Persyaratan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Sarana dan
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

©CONOD P W e

. Alat tulis kantor
. Ruang tunggu lengkap dengan kursi dan AC

Ruang Rapat/Sidang

Meja register

Meja kantor

Komputer

Printer

Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup
Sistem OSS-RBA
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10. Kamera

11. Kendaraan Operasional
12. Buku registrasi; dan
13. Almari arsip

Kompetensi .| 1. Memiliki sertifikat Dasar-Dasar Amdal dan/atau
Pelaksana Penilai Amdal (Amdal A dan/atau C)

2. Menguasai komputer;

3. Menguasai tata bahasa yang baik;

4. Memahami peraturan Perundang-undangan di

bidang Lingkungan Hidup

Pengawasan : | Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara

Internal berjenjang.

Jumlah | 1. Pelaksana kegiatan adalah Tim Uji Kelayakan
Pelaksana Lingkungan Hidup atau Komisi Penilai Amdal
Kabupaten Badung
2. Teknis pelaksanaan terdiri dari 12 (dua belas) orang
yaitu :
a) 2 (dua) orang Petugas Informasi dan Konsultasi
b) 2 (dua) orang Petugas verifikasi
c) 1 (satu) orang Petugas Pendaftaran
d) 4 (empat) orang Penilai Dokumen
e) 1 (satu) orang Petugas Penyerahan Berkas dan
Pendokumentasian
f) 1 (satu) orang Kepala Bidang
g) 1 (satu) orang Pimpinan Perangkat Daerah

Tersedianya nomor antrian;
Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang

telah ditetapkan;

3. Aparatur  penyelanggara layanan  memiliki
kompetensi yang memadai;

4. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

—
.

Jaminan
Pelayanan 2.

Jaminan 1. Penerbitan Perubahan Persetujuan Lingkungan

Keamanan yang benar dan akurat.

dan 2. Tandatangan dan cap menggunakan tinta basah

Keselamatan
Pelayanan

Evaluasi : | Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal
Kinerja 1 (satu) tahun sekali.
Pelaksana

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN,

L./

Drs. I WAYAN PUJA, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19641231 199003 1 165




